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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya
sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karo Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dengan merujuk kepada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
mewajibkan kepada daerah untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Pemerintah
Kabupaten Karo perlu ditindaklanjuti dengan sungguh — sungguh oleh semua OPD
sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang pelayanan informasi.
Penyusunan Renstra dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo, yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan,
dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam
upaya medukung Visi Kabupaten Karo dalam membangun Kabupaten Karo lima tahun
kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua
pihak, karena itu masukan dansaran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.
Akhimya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat
berguna sebagai pedoman dalam pengembangan bidang pelayanan informasi di
Kabupaten Karo.

Kabanjahe, Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKAKABUPATEN KARO,

Drs. JHONSON TARIGAN
Pembina TK. 1
NIP.19640519 199303 1 004
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BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta
statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini
perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar
orang menyebut dunia TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan
pelayanan publikpun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya
telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
government, yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing
guna terlaksananya pengembangan e-government secara Nasional. Pelayanan pemerintah
berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat
mendukung tugas fungsi Pemerintahan ke arah efektifitas pelayanan publik serta
pelayanan antar instansi Pemerintah (Government to Citizen, Government to Business,
Government to Employee, Government to Government).

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berbasis teknologi
informasi di era keterbukaan (transparansi) yang semakin meningkat perlu didukung
dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam
rangka mewujudkan Good Governance, sehingga diperlukan infrastruktur TIK yang
memadai sebagai pendukung terwujudnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep perangkat daerah
menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta
rencana-rencana lain dan dapat mengerahkan sumber daya Perangkat Daerah secara
efektif,
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Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan

Strategis, yakni adalah :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam semua bentuk-bentuk
perencanaan lainnya yang harus di ambil;
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman
bentuk-bentuk perencaaan lainnya;
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap
kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.
Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan
RENSTRA | Pedoma RENJA | Pedoman RKA Rincian
KL K/L K/L APBN
Pedomm] Diacu
RPIP Pedoman RPIPM dijabarkan RKP Pedoman
Nasional NASIONAL 7 Nasional |  RaesN APBN
A
Pedoman |  RPIPM  |di RKP Pedoma
RPJPD Daerah Daerah g RAPBD APBD
T e ] A
Pedoman Bahan Diacy Bahan T l
Y
RENSTRA  |pedoman_ RENJA Pedomal RKA DPA
PERANGKAT »| PERANGKAT PERANGKAT PERANGKAT
DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
(SPM);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 36);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 50);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 01); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.
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1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud:

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dalam

penyiapan Rencana Kerja (Renja) yang dalam penyusunannya mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b) Tujuan:

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan
kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;

2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman
tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;

3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta
kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program

dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan
BABI PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2  Ladasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan
BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. KARO
2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo
2.1.1 Tugas Pokok
2.1.2 Fungsi
2.1.3 Struktur Organisasi

2.2  Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Karo
2.3 Kinerja PelayananDinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo
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24  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
2.4.1 Tantangan dan peluang Renstra K/L Kominfo
2.4.2 Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Provinsi
Sumatera Utara
2.4.3 Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Kab.

Karo

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO
3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD
3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.3.1 Telaahan Renstra K/L Kominfo Tahun 2020-2024
3.3.2 Telaahan Renstra Renstra Dinas Kominfo Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023
34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
BAB vill PENUTUP
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2.1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KARO

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karoadalah :“mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan”.

2.1.2 Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 35
Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

¢. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun bentuk gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karo ialah :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARO

BIDANG
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

SEKSI MEDIA
MASSA DAN
ELEKTRONIK

SEKSI MEDIA
LUAR
RUANGAN

SEKSI
PELAYANAN
INFORMASI

PUBLIK

SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN,
EVALUASI
DANPELAPORAN
BIDANG BIDANG SUMBER
TEKNOLOGI DAYA KOMUNIKASI
INFORMASI DAN PUBLIK
KOMUNIKASI
SEKSI
SEKSI SARANA | | PENGEMBANGAN
DAN PRASARANA SUMBER DAYA
INFORMATIKA KOMUNIKASI
SEKSI
PENGELOLAAN SEKSI PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK
APLIKASI
SEKSI KEAMANAN SEKSI PENGELOLAAN
INFORMASI DAN E-GOVERNMENT DAN
KOMUNIKASI PERSANDIAN
PELAKSANA
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Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

1.1 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada kabupaten.

1.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , uraian

Kepala Dinas sebagai berikut :

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan
dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika sesuai standar pelayanan minimal;

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi
dan misi Daerah,;

¢. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas
sesuai dengan visi dan misi Daerah;

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim
Anggaran Pendapatan Daerah;

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan fungsi sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karo;

f Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang ada di Daerah,
Provinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pokok;

g. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing;

h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan
pengawasan melekat kepada bawahan;

i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
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j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan
peraturan perundang-undang yang berlaku;

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
kegiatan di bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi
umum, kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi
bidang Komunikasi dan Informatika. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Pejabat
Fungsional di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan,
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi

umum, dan kepegawaian;

10

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kineja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin),
Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja,
Standard Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap
kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara
efektif dan efisien;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan

kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, dan urusan
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rumah tangga Dinas. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan

Kepegawaian sebagai berikut:

a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan, kepegawaian dan ketatausahaan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri (karis),
tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan kepegawaian
lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai,

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat,
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas;

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah
tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan
perundang-undangan,

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal,

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan

operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
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. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia,

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari
penyimpangan,

q. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

r. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

s. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan sebagai berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana
Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas
Plafon Anggaran (PPA);

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran;

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD);

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

f.  bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD);

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;

h. menyusun program dinas;

i. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing;

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan

melekat kepada bawahan;
k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin yang oleh Kepala Bidang

yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan

dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Informasi dan

Komunikasi Publik. Uraian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik,
Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi
Publik;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik ;

c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria

penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
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pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

e. melakukan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten ;

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang
tugasnya ;

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan ;

h. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

j-  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

I. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Media Massa dan Elektronik

1. Seksi Media Massa dan Elektronik dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Media Massa dan
Elektronik. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Memberikan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan
sosial);

b. Melakukan Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
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c. Melakukan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten;

d. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;

Melaksanakan pelayanan informasi media massa;

Melaksanakan pelayanan informasi media televisi;

Mekalsanakan Pelayanan informasi media radio;

F @ om oo

Melaksanakan Pelayanan infomasi media internet;

Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan

[
.

bidang tugasnya masing-masing;

j-  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan,

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Media Luar Ruangan

1. Seksi Media Luar Ruangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan
dan menyelenggarakan pelaksanaan Media Luar Ruangan. Uraian tugas
Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Memberikan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral
lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data
informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan
daerah;

b. Melakukan Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi public
lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;

c. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-
Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Memberikan Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-
Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

e. Memberikan Layanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten;

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan;

g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;
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h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan,;

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Pelayanan Informasi Publik

1. Seksi Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Menyusun perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah
daerah;
b. Melakukan Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
Menyusun Pembuatan konten lokal;
d. Melakukan Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal;
e. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non
pemerintah daerah di Kabupaten,
Memberikan Pelayanan informasi dan dokumentasi,
Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPID);

FoEom

Melaksanakan Sosialisasi peraturan Bupati tentang warmet dan e-lapor,
i. Menerapkan Call center 112;

Menerapkan e-Government;

Melakukan pembinaan Pos dan telekomunikasi;

=R

Mengendalikan dan memonitoring menara telekomunikasi;
. Melaksanakan pelayanan informasi tatap muka;

Membina dan menyelenggarakan Bakohumas;

e P B

Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing;

p- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

q. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
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r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin yang oleh Kepala
Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan
kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.Uraian tugas Kepala Bidang
sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur
dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah
Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data
Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan,
Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem
Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

b. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria
penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center,
Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen
yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government,
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di
Kabupaten;

¢. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK
Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data
Informasim  e-Government, Integrasi Layanan  Publik dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan
Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK
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Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data
Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan,
Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem
Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

e. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang
tugasnya;

f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. Seksi Sarana dan Prasarana Informatika

1. Seksi Sarana dan Prasarana Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana dan
Prasarana Informatika. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut :

a. Melaksanakan Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center
(DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);

b. Melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam
implementasi e-Government;

¢. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan
infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;

d. Melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
Melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
Melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;

g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;

h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;
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i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

j- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi

1. Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan
Pengembangan Aplikasi. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan
pelayanan publik yang terintegrasi;

b. Melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
c. Menyusun Penetapan standar format data dan informasi;
d. Melaksanakan Validasi data dan kebijakan;

e. Melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;
Melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan

]

non pemerintahan;

g. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi
Publik;

h. Melaksanakan Layanan interoperabilitas;

i. Melaksanakan Layanan interkonektivitas layanan publik dan
kepemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API)
daerah;

j. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;

k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

l.  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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12. Seksi Keamanan Informasi dan komunikasi

1. Seksi Keamanan Informasi dan komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan
Informasi dan komunikasi.Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;

b. Melaksanakan Layanan penanganan insiden keamanan informasi;

c. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi;

d. Melaksanakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik
Pemerintah Daerah;

e. Melaksanakan audit TIK;

f. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

g. Melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi
pemerintah;

h. Melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system
komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

i. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;

j. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

k. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan,;

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik

1. Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dipimpin yang oleh Kepala Bidang
yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Sumber Daya
Komunikasi Publik. Uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
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penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di
kabupaten;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di
kabupaten,;

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria
penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public
dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan
Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan
Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart
City di kabupaten;

Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
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Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di
kabupaten;

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang
tugasnya;

g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada
atasan;

h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanaka sebagian tugas Kepald Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi.Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Melaksanakan Layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu
implementasi e-Government Kabupaten;

b. Melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat
Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non
pemerintah;

c. Melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government
Pemerintah Kabupaten;

d. Melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Re-engineering
pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder
Smart City);

e. Melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City;

f. Melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat,

g. Melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart
City;

h. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada

atasan;
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i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

j.  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

15. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan Data
dan Statistik. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

Menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten;

T P

Melaksanakan survei bidang sosial;

Melaksanakan survei bidang ekonomi;

3]

d. Melaksanakan survei bidang politik, hukum dan HAM,;
Melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial;
f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing;

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

16. Seksi Pengelolaan e-Goverment dan Persandian

1. Seksi Pengelolaan e-Goverment dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan e-
Goverment dan Persandian. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi dan
peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah
daerah;
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b. Melaksanakan Pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;

¢. Melaksanakan Pengelolaan proses pengamanan informasi milik
pemerintah daerah;

d. Melaksanakan Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran
informasi berklasifikasi;

e. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Sandiman;

f. Menyiapkan bahan Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan
dan pengamanan komunikasi sandi;

g. Melaksanakan operasional pengelolaan komunikasi sandi;

h. Melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi;

i. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

j.  Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

k. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan
melekat kepada bawahan;

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan.

2.2  Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo pada
bulan Juni tahun 2022 sebanyak 42 orang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karo
No Pegawai Jumlah %
1 2 3 4
1 | PNS 22 51%
2 | CPNS 2 5%
3 | Honorer 19 44%
Total 43 100%
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Dalam Diagram

H PNS
| CPNS

® Honorer

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Susunan Pegawai berdasarkan :
a. Golongan :
Tabel 2.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan
Jumlah
No |  Golengin PNS CPNS

1 2 3 4

1 | Golongan IV 4 P

2 | Golongan IIT 13 2

3 | GolonganII 5 -

4 | Golonganl = s
Total 22 2

b. Jabatan Struktural :
Tabel 2.3 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No Eselon Jumlah

1 2 3

1 | EselonIl/b 1

2 | Eselon III/a 1

3 | EselonITl/b 3

4 |EselonIV/a 8
Total 13
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c. Tingkat Pendidikan :
Tabel 2.4 Susunan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pegawai Jumlah %
1 2 3 4
1 |S2 2 8%
2 |81 13 54%
3 |D3 3 13%
4 | SMA/Sederajat 5 21%
5 | SMP/Sederajat 1 4%
6 | SD/Sederajat - -
Total 24 100%

d. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan antara lain sebagai berikut :
Mobil Unit Siaran Keliling
Sound System

Proyektor CD

DVD

Tape Recorder

Handycam

Camera Digital

TV Publik Pemkab Karo
Handy Talky

10. Jaringan

11. Internet

12. Website

P N R W N

2. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu KepalaDaerah khususnya dalam
pelayanan pada masyarakat bidang informasi.Penyelenggaraan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo kepada
masyarakatpada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan

yang diberikan.
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Pada sub bagian ini terlihat tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Karo berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Karo periode 2017 — 2021.

Tabel 2.3.1
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

Indikator Kinena Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian
sesuai Tugas dan Target | Target | Targe!
No.|  pingsi Perangkat o Nisli;‘K NSPK | NSPK| TAHUN| TAHUN|TAHU | TAHU |TAHU [ TAHUN | TAHUN | TAHUN [ TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN [TAHUN |TAHUN
Daerah 2017 | 2018 [N2019{N2020{N2021| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2007 | 2008 | 2009 | 2020 | 2021
(1) @ 3 3 (¢)] ©) m @®) ® | (o | ay (12) (13) (14) (15 (16) an (18) 19 (20) @n
Komunikasi dan
ynformatika, meliputi:
ICakupan pengembangan)
Han pemberdayaan
1 [Kelompok Informasi % - - - - = 5
[Masyarakat di Tingkat
'—W vanan 8550 | 8550 | 85,50 | 8550 | 85,50
2 R Desa %9 | 269 [260 [ 269 [ 29 | 230 | 20 ) 26 ) 2 | 2 % % % % %
[Persentase penduduk
3 yansmmc;zumk:: % 30 30 35 | 40 | 40 20 20 40 50 50 067 0,67 1,14 125 125
[HP/telcpon,
[Proporsi rumah tangga
4 dmmammm. % 30 30 5 | 40 | 40 20 20 40 50 50 067 0,67 114 125 125
dan
IProporsi rumah tangga
5 |yang memiliki komputer| % 10 10 10| 10| 10 5 10 10 10 10 0,50 1,00 1,00 1.00 1.00
ribadi
Tabel 2.3.2
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kabupaten Karo Tahun 2017-2021
Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian
Ni sesuai Tugas dan Target | Target | Target,
91 Fungsi Perangkat NSPK | NSPK | NSPK| TAHUN| TAHUN|TAHU [TAHU {TAHU| TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN [TAHUN |TAHUN
Dacrah 2017 | 2018 [N2019|N2020|N2021( 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 2017 [ 2008 | 2009 | 2020 | 2021
Statistik, mefiputi:
Tersedianya sistem
6 | dam dan statistik ada - - - - - = 5 2 5 z _
yang terintegrasi
7 g:l:umm] P :En ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 1 1 1 1 1
8 | Buku“PDRB". ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 1 1 1 1 1
Tabel 2.3.3
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Kabupaten Karo Tahun 2017-2021
‘Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian
sesuai Tugas dan T Target | Target|
No: N.Slﬁ NSPK | NSPK| TAHUN| TAHUN | TAHU [TAHU|TAHU| TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN TAHUN
Daerah f | 2007 | 2018 |N2019[N2020/Nz2021| 2017 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2007 | 2018 { 2019 | 2020 | 2021
Persandian,
meliputi:
Persentase
Perangkat dacrah
g | yang telah % .
menggunakan sandi L ¥
dalam komunkasl
Perangkat Daerah
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1. Tantangan dan peluang Renstra K/L Kominfo

Analisis terhadap Renstra K/L Kominfo terhadap tantangan

dan peluang.

1. Tantangan:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan tersebar di
wilayah kepulauan.

2. Tingkat penetrasi jumlah pelanggan (rumah tangga) fixed broadband
yang masih sangat rendah dengan Optical Distribution Point (ODP) pada
tingkat kecamatan yang cukup yang juga masih rendah;

3. Kebutuhan pencapaian akses broadband ke rumah tangga;

4. Pemenuhan kebutuhan layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh
wilayah Indonesia;

5. Kondisi  geografis  wilayah  (kepulauan/pegunungan) yang
mengakibatkan teknologi jaringan berbiaya tinggi.

6. Kondisi sumber dayaTIK yang minim seperti pasokan listrik, akses
jalan yang kurang memadai;

7. Biaya yang tinggi dalam pembangunan jaringan dan insrastruktur
telekomunikasi;

8. Kebutuhan penyediaan Akses Internet terutama pada lokasi titik
layanan publik seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat
(Puskesmas), balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan pos lintas
batas negara;

9. Kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan;

10. Diperkirakan Indonesia akan kehilangan 9,5 juta pekerjaan (job
displacement yang cukup besar) akibat otomasi dan disrupsi digital;

11. Menjaga keberlanjutan industry telekomunikasi agar tetap pada iklim
yang sehat dan pertumbuhan yang positif;

12. Interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan existing
operator telekomunikasi, sehingga dapat mempercepat perluasan
cakupan layanan broadband ke wilayah-wilayah yang belum terlayani;

13. Pengelolaan Hoaks.

14, Arah kebijakan komunikasi publik periode 2020 — 2024 juga dititik
beratkan pada penguatan pengelolaan komunikasi public untuk
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meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas

konten informasi kebijakan dan program Pemerintah.

2. Peluang:

1. Dukungan Manajemen, Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang
efektif, maka visi/misi Presiden dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, prima dan akuntabel akan tercapai;

2. Tahun 2024 akan ditekankan pada modernisasi proses bisnis terkait
pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pemanfaatan sistem
berbasis online untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik,
dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang agile dan adaptif
sesuai kebutuhan perkembangan zaman;

3. Kemenkominfo memiliki peran sebagai regulator, khususnya pada
bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk mendukung arah
kebijakan pemerintah RI dalam mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan transformasi digital.

4. Kemenkominfo menaungi tiga komisi, yaitu Komisi Informasi Pusat,

Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.

2.4.2. Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Provinsi
Sumatera Utara
Analisis terhadap Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera
Utara terhadap tantangan dan peluang:
1. Tantangan:
1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi
publik
Kesenjangan informasi di masyarakat
Pesatnya perkembangan TIK
Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK

nop W

Pengamanan Informasi
2. Peluang:
Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan

kualitas dan kualitas Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada masa-
masa mendatang,beberapa hal diantaranya adalah:
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S

2.4.3.

Kepedulian Pimpinan terhadap bidang Kominfo, Statistik dan
Persandian

Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
Peningkatan kualitas pelayanan Publik

Pengembangan E- Government

Pengembangan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Kab. Karo

1. Tantangan:

1.
2.
3.

Tuntutan peningkatan pelayanan pengaduan dan aspirasi publik.
Tuntutan penerapan sertifikat elektronik

Tuntutan peningkatan PAD Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Tuntutan Inovasi Daerah

Tuntutan diseminasi informasi.

Tuntutan Satu Data Kabupaten Karo

1. Peluang

Peluang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

adalah sebagai berikut :

1.

SR

Adanya kepedulian pimpinan terhadap bidang komunikasi dan
informatika, stastik dan persandian.

Menjalin kerjasama dengan  pemerintah  pusat,provinsi,
kabupaten/kota, dan pihak lain dalam pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

Adanya percepatan transformasi digital.

Adanya pengembangan sumber daya komunikasi publik.

Peningkatan kualitas pelayanan public.

Adanya penanggung jawab Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PPID).
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Karo
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

e Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di
lingkungan pemerintah Kabupaten Karo;

Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di

media massa untuk menangkal berita hoax;

Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses
informasi bagi masyarakat;
e Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum

tersosialisasi dengan baik di masyarakat;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan
informasi program dan kegiatan pemerintah;

Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di
badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Karo;

¢ Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK)
untuk mendukung pelaksanaan SPBE;

¢ Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan
internet sehat;
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e Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online
menuju e-comerce;

e Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan
terwujudnya Smart City;

e Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan

komunikasi dan informatika.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
e Belum adanya sistem integrasi data statistik sektoral daerah;
e Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk
perencanaan pembangunan daerah;
o Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik
pembangunan daerah;
¢ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan

dan statistik daerah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

e Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo,

e Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian
untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;

e Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah
dan informasi;

e Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian
daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

VISI KABUPATEN KARO:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU
MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat
masyarakat Kabupaten Karo dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional
2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.
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Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD
Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Karo yang
Maju dan Adil", dimana periode RPJMD ini adalah periode terakhir sehingga
perlu penajaman terhadap capaian-capaian sasaran pokok RPJPD yang belum
tercapai.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan daerah selama 5 (lima)
tahun tersebut adalah :

v Maju berarti Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang
berkualitas, adanya peningkatan dan pemerataan ekonomi dan
mampu mengikuti perkembangan teknologi, Maju juga dapat
diartikan Kabupaten Karo menuju kemandirian yaitu Kabupaten
Karo memiliki masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan
ekonomi ditandai dengan penurunan angka kemiskinan,
menurunnya angka penganguran terbuka serta dari sisi
pemerintahan ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah untuk peningkatan pembangunan.

v" Mandiri berarti peran aktif pemerintah dalam konteks
kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah,
memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bertumpu pada
kemampuan dan kekuatan daerah melalui optimalisasi potensi
sumber daya manusia dan alam khususnya pada sektor pertanian
dan pariwisata.

v"  Berdaya Saing berarti Kabupaten Karo mampu untuk bersaing
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dari semua

sektor khususnya di daerah se-kawasan Sumatera Utara

MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO :

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah “
MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU
MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA” dengan memperhatikan
capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa
mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun
2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa,
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Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan
Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan,;

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan,
Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian
Terpadu;

4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam,
Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;

5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat
Olahraga yang Berprestasi;

6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan
Pelayanan Perizinan;

7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif
sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan
Kerja Baru;

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi
Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar
bagi Produk Lokal;

9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan  secara
Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarawilayah
dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam
Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan
Efisien;

10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar
dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun
Nonformal,

11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya
Dukung Pelayanan Kesehatan; dan

12. Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

. Faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Meningkatkan pelayanan informasi publik.

Meningkatkan SDM yang profesional bidang komunikasi dan informasi.
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- Meningkatkan sarana dan prasarana.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- Bencana Alam.

- Sarana dan Prasarana.

- Kurangnya SDM yang profesional.

- Minimnya dana operasional.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet
Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi
Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini
ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor
B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis
perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga
yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena
itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam
pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan
Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.” Pada pelaksanaannya,
pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang
disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian
Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung
pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
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Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan
Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang
cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara;

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang
pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan
kelembagaan; dan

4, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin
dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki
tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang
mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan
pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan
infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan
komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden
Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan
Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada
pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK
berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis,
masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi digital; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan
komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan
sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk
tahun 2020 — 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
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3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;

4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;

5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas
pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan
informatika;

Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;

Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

© % N e

Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Provinsi
Sumatera Utara

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat
maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara
cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;

2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik
melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat
Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi
dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat
dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

3. Akselerasi implementasi e-Government Provinsi Sumatera
Utara Akselerasi implementasi e-Government Provinsi
Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan
oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;

4, Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan
database OPD;

5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi
masyarakat;

6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
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7. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi
dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Provinsi Sumatera
Utara

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan
Informatika dalam Peningkatan Kinerja;

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi;

Meningkatkan Data Statistik Sektoral

4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan

partisipatif; dan

5. Meningkatkan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Provinsi Sumatera
Utara

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan
Informatika dalam peningkatan Kinerja;

Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi;
Tersedianya data statistik sektoral;

Diseminasi Informasi melalui media Informasi; dan

A S

Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan

keamanan informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam hal Pengembangan Jaringan Telekomunikasi,

Pembangunan Tower dan yang lainnya diarahkan agar sampai ke semua

Kecamatan termasuk Desa-Desa.
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah
memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan
kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-
isu strategis yang berkembang adalah :

1. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo

(SPBE) ;

2. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk
percepatan penyelenggaraan SPBE ;

3. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan
terwujudnya Smart City ;

4. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.
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BABIV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Karo merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karo. Oleh karena itu, perumusan
tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo harus
sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo,
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo. Tujuan adalah sesuatu
kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang
ingin dicapai sesuaidengan RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026 adalah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing melalui

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika
dalam Peningkatan Kinerja;

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan
akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3. Peningkatan Data Statistik Sektoral;

4. Peningkatan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif; dan

5. Peningkatan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Adapun Sasaran Pembangunan Daerah dalam pencapaian visi misi dalam RPJMD
Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 secara jelas digambarkan dalam Misi ke-1 ada 1
(satu) sasaran yaitu Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui
peningkatan teknologi informasi dengan:

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika
dalam peningkatan Kinerja;
Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi;
Tersedianya data statistik sektoral;

Diseminasi Informasi melalui media Informasi; dan

©oEwoN

Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Kabupaten Karo
TARGET KINERJA
NO| TUJUAN | SASARAN | I 08 0 ATOR | \ SARAN PADA TAHUN KE
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(4)) (2) (3) 4 G |16 | @6 | @
1 | Mewujudkan Meningkatnya | Indeks SPBE | 2,2 2,5 2.1 2,8 3,0
Tata Kelola | daya saing (Sistem
Pemerintahan birokrasi Pemerintahan

yang Profesional | Kabupaten Berbasis
dan Berdaya | Karo melalui | Elektronik)
Saing peningkatan
teknologi
informasi

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo telah sejalan dengan Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke-1
yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Geod Governance) melalui
Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan” sasaran Meningkatnya daya saing
birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi dengan Indek
SPBE sebagai Indikator Sasaran.
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BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan
arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan
yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut
diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo dalam mengemban tugas dan
fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi adalah langkah-
langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan
adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan
umum pasal 1, disebutkan bahwa :

e Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

e Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan
misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.
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Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 5.1

VISI : Mewujudkan Kabupaten Karo Yang Maju, Mandiri Dan
Berdaya Saing Berbasis Pariwisata Dan Pertanian Menuju
Masyarakat Makmur Dan Sejahtera
MISI I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat
Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan
Peningkatan Kesejahteraan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Meningkatnya daya | 1. Meningkatkan 1. Percepatan implementasi
Tata Kelola | saing birokrasi pengelolaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Pemerintahan Kabupaten Karo informatika Elektronik (SPBE)
yang Profesional | melalui peningkatan 2. Peningkatan Layanan
dap Berdaya | teknologi informasi 2. Meningkatkan Manajemen Data dan
Selng Infrastruktur Informasi Elektronik
Teknologi, Informasi | 3. Peningkatan Penyelenggaraan
dan Komunikasi Government  Chief  Information
Office (GCIO)
3. Meningkatkan 4. Peningkatan Layanan Website
Penyelenggaraan Lembaga, Pelayanan Publik
Pengamanan dan Kegiatan Pemda.
Informasi 5. Peningkatan Penyediaan dan
Pemerintah Daerah Pengelolaan Informasi dalam
rangka Keterbukaan informasi
4. Meningkatkan Publik.
Pengelolaan 6. Peningkatan Pengumpulan,
Informasi dan Pengolahan, Analisa dan
Komunikasi Publik Desiminasi  data  Statistik
Daerah
5. Meningkatkan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat,guna mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat
kaitannya dengan kebijakan instansi.Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula
keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan
sebelum diimplementasikan.Kebijakan tersebut perlu di kaji terlebih dahulu untuk
meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.
Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan
RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- Kegiatan: Administrasi Kenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

d. Fasilitasi KunjunganTamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

o

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Sub Kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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- Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan:
b. Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor
- Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten Karo
- Sub Kegiatan:
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

M

Pelayanan Informasi Publik

Layanan hubungan media

8 N

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

™o

Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas

3) PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
- Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah
b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
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b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan

Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

c.

d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

f Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis

Elektronik

g. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

h. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas

i. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah daerah

j. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
- SubKegiatan:
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral
b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik
Daerah yang terintegrasi
c. Membangun metadata statistik sektoral
d. Pengembangan Infrastruktur

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan:
a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
Berbasis Elektronik dan non Elektronik
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Urusan/Bida _wns_ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan i o
e LR Nk Kondisi Kinerja di Akhir Daerah
Tujuan| Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Satuan | Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Periode Renstra Penangginga
Kegiatan Perenca
< naan | Target (k) (Rp) Target (k) (Rp) Target (k) (Rp) Target (k) (Rp) Target (k) (Rp) Target (k) (Rp) wib
1 7 3 1 5 s 7 8 9 10 1] 12 3 T3 5 16 7 18 T Fo
Mewu | Menin URUSAN PEMERINTAHAN DINAS
judkan | ghatay 16 BIDANG KOMUNIKASI DAN 7,390,638,314 8,015,638,314 7,837,750,314 8,725,558,314 9,026,440,314 4090570 | OIS
Mn“u_ a _“_35 INFORMATIKA
clola sain
sl = D 7,390,638,314 8,015,638,314 7,837,750314 8,725,558,314 9,028,440,314 LR nouuw!nmwo
intaha asi
| o PROGRAM PENUNJANG 0k Kepsasa m DINAS
16 |01 URUSAN PEMERINTAHAN - Bulan | 12 12 12 12 12 AT 1z A5tT 000 e e
Profes | g O ”,”&55_ W,S 5,343,547,000 5,318,547,000 5,318,547,000 5,318,547, ==
dan melalu Administrasi K P . ~ _mrup_. anan v
Berda | i 16 |01 |202 Darah e Bulan (12 2| samsmosarz | 2| aamgoeanz | 20| aazegoeanz | 2| aarsd00an = 3,176,709,372 = 15,931,546,860 | KOMINFO
ya pening Perangkat Dacrah DINAS
salrg,, A, 16 |01 [202] 0L | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 12 12 0905501 | 2 | sosanossor | 12 | sosossor | 12 3,084,105.591 12 3,084,105,591 o 15,445,527,955 | KOMINFO
ogi Pelaksanaan Penatausahaan dan H rium Pengelola Oran DINAS
inform i | | S i Keuangan Coaigins uae | 92 140 1760378 | 140 s0,603.781 | M0 92,603,781 | 140 92,603,781 v 92,603,781 700 486,018905 | KOMINFO
asi
Terlaksananya - E
Aministrasi . Administrast P A . DINAS
16 |or f205) | Qo D KepegamilinPeangtat B RELl| L B L2 S| E 27,000000 | 2 25000000 | 2 25000000 | 12 25,000,000 KOMINFO
Daerah —
Pakaian Di Beserta Pakaian Dinas Beseria
16 o1 205 0z | o Acibut. Z | B & 27000000 | ¥ 25000000 | 25000000 | B 25,000,000
Teraananya A
16 |01 |206 Daerah o A Bulan S 12 32 16565151 | 12 165651561 | 12 165651561 | 12 165,651,561 12 §.
erangkat Dacrah
i Perala Peralatan dan 3
T 0 o | o i ot Petiengiipan Kanior Deniel |} 2 Gid 20685561 | ¥ 20685561 | % 20685561 | 20 20,685,561 2 20,685,561 Lo 103,427,805 | KOMINFO
B. Cetakan Dan DINAS
16|01 [208] 05 | FEUELE Sl || Jenis | 3 3 sz | 3 41730000 | 3 130000 | ° 41,730,000 = azs0p00 | 1 208,650,000 | KOMINFO
Bahan Bacaan dan DINAS
i6. [ioL||2.06}{06 wﬂﬂuﬁ“ﬁﬂmﬂﬁ: Peaidn foodine) buah | 1,080 | 1,080 5400000 | 1,080 5.400,000 | 1080 5400000 | 1080 5,400,000 | 1080 sdoogon | 5400 27,000000 | KOMINFO
DINAS
ilitasi Kunj i ol 300 300 300 300 300 1,500
08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Malan dan Minum Kali 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 xwﬁwmo
Rapat Koordinasi g . or:
16|01 [208] 09 | A R e eKPD | Peralanan Dinas | 0 | 77836000 | 20 7836000 | 2% 77836000 | 20 778%000 | 2% 71836000 | 0% 389,180,000 | KOMINFO
Adanya Pengadaan =
G EQHZEEB_. " : DINAS
16 |01 207 g Urusan P Urusan Unit = 1 40,000,000 | ° . 2 3 2 = ! = 40,000,000 | KOMINFO
Uun.sw un_.sn—.EBwUnﬂn._»
> = RBEEU_:E : DINAS
16 |o1 |207] 02 ﬁﬁbﬂﬂ%ﬁnﬂwﬂ_& mw&aamm_ aau Unit s 1 0000 = . 1 wotoon | xoMmEo
Tersedianya Jasa . _— el PRISSIp S DINAS
Jasa P Unusan e y 5 ¥ Eatmite, o ] Bt 4l Mo LNAS
16 |01 [208 Pemerintati Daerah P Ua Buln | 12 12 1911186067 | 12 1916686067 | 2 | 1916686067 | 2 | 1o1sess067 | 2 1.916,686,067 | 71930338
JasaK Telepon, Internet dan 1 DINAS
16 |01 [208] 02 | Syriper Daya Air Dan Listrik Listrik Bikn/J| 12 2 1592406067 | 12 1592,406067 | 12 1592406067 | ' 1,592.406,067 2 1592406067 | % 7962.00335 | KOMINFO
P iaan Jasa Peralatan dan Jasa servis atan dan < DINAS
9| Pert Kantor vm_.mmmrﬂw_ﬁsq unit 10 ss00000 | 10 sso0000 [ 10 5,500,000 1o ssoo000 [ 40 20000 | _KOMINFO
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Honorarium Pegawai oran DINAS
04 | Kantor TidakTewp bulan 252 318780000 | 22 asm0000 | 22 18780000 | 22 ugso000 | 22 sismeo000 | 120 | 1ssasaom [ xoMiNTo
p

51

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan =
Urusan/Bidang Awal Kondisi Kinerja di Akhir "
Tujuan| Sasaran Kode caE_\eaﬂH /Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Saruan| Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 e = Daesah |
tan Perenca e
naan | | ®p [T @ |Tame| @) el o Tagee®0|  ®p) Target®|  ®p) e
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 7 18 9 20
. o Terpeltharanya Barang
Pemeliharaan Barang Milik Dacrah .
3 ‘Milik Daerah Penunjang DINAS
3 G Pewirg Uiy Rencn bhay Urusan Pemerintahan el . . : 34,500,000 | ! 34500000 | 1 34,500,000 " 34,500,000 1 138,000,000 [ KOMINFO
R.09 Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak
2 lis o1 kool o2 Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan dinas unit 1 1 1 1 1 1 DINAS
. Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 34,500,000 34,500,000 34,500,000 34,500,000 138,000,000 KOMINFO
Operasional atau Lapangan Lapangan
PROGRAM INFORMASI DAN : DINAS
216 |a KOMUNIKASI PUBLIK Limes Tl G 4 ss1.308670 | %5 01,796,026 | 27 631274505 | 28 596,796,026 | >0 357964995 | © 30 3139229912 | KOMINFO
Terlaksananya
Sl A Komnas P Pemerinan danKommian ok | wian | 12 12 61,398,670 | 12 641,796,026 | 12 1,274,595 | 12 596,796,026 &2 07964595 | &0 1139912 | KOMINEO
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah 3 1196, 3 1796, 1964, ,139,229,
Kabuparen/Kota -
Pengelolaan Konten dan ol Nnin: dan m.n,_!:ub:un: DINAS
S 1o ponios | e omamrabiediaksmiaiiay A L 40 419228000 | 150 145,000,000 | 200 94478569 | 220 66,0000 | 220 92508119 | 80 817,304,688 | KOMINFO
< = Pelayanan Informasi DINAS
2 |16 |02 P01 |06 | Pelayanan Informasi Publik el xali 150 193 209400000 | 20 162,960,000 | 275 237960000 | 26219601000 300 2060000 | 1318 1,186,240000 |  KOMINFO
" Layanan Hubungan 5 DINAS
2 |16 [02 p.oi [ 07 | Layanan Hubungan Media Mods unit % 250000 | ¥ 125000 | B 34125000 | 3 uzsg00 | 138 131,625,000 | KOMINFO
2 he loz ko110 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya kegiat 1 1 1 3 DINAS
. Komunikasi Publik Komunikasi Publik an 15,429,550 15,429,550 15,429,550 46,288,650 | KOMINFO
2 [i6 |oz ko1 11 | Penguaan Tata Kelola Komisi Tata Kelola Komisi kegiat 1 1 1 3 DINAS
! Informasi di Daerah Informasi di Daerah an 17,341,120 100,000,000 17,341,120 134,682,240 | KOMINFO
& i hub X Y DINAS
2 |l6 |02 po1] 12 “ﬂu:u_._ﬂ_urnn media dan kemitraan media dan kemitraan kali 8,000 139,156,476 8,500 249,281,476 7,500 216,369,906 2,550 218,281,476 31,550 823,089,334 KOMINFO
tas komunitas
PROGRAM APLIKASI DINAS
2 ks INFORMATIKA EEER HET 22 | 1aeseozeas | 25 | 2055005288 | 27 | 1serooeme | 28 | amsaisass |30 sgo1ms719 | 30 11,241,060.658 | KOMINFO
Terlaksananya
Pengelolaan Nama
wn_wmarﬁ_ Nama Domain yang Domain ﬁ._ow Telah
elah Ditetapkan Oleh Pemeri D leh DINAS
2R[toRioS ot Pusat dan Sub Domain Dj Lingkup | Pemerintah Pusat dan DUlan S 2 12 46038500 | 12 67873088 | 12 91,554,519 [ 12 109,260,444 < 1,006,362,500 & 2,651,089,051 | KOMINFO
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota | SubDomain Di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
o hs T beaik Pendaftaran Nama Domain Nama Domain DINAS
.01 | 01 | Pemerintah Pemerintah unit 1 1 1 1 1 1 -
b e Pt 60,500 60,500 60,500 60,500 242000 | KOMINFO
P dan H—ﬂ-‘_bumkhﬂavmﬂ dan
T i Pengawasan Nama
2 [i6 Jon b | 2| Gt wm.ﬂ_ﬁ_eu St Domaln din'Sub Pomain it 1 1 1 1 1 DINAS
: Bgaraan dalam Penyelenggaraan i 5,500,000 5,500,000 5,500,000 L 5,500,000 22,000,000 | KOMINFO
Pemerintahan Daerah & e
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Sistem Jaringan Intra s DINAS
2 |16 103 0103 | 10 Pemerintah Daersh Pemerintah Daerah Jenls 5 8 436038500 | 10 362,312,588 | 10 665994019 | 10 103,699,944 15 1,000,802,000 53 2628847.051 | KOMINFO
Terlaksananya ;
. MM.MH_:&W: e-government Di Pengelolaan e- DINAS
2 16 |03 po ingkup Pemenntah Dacrah government Di Lingkup bulan 12 12 12 12 12 12 60
Kabupaten/Kota Perserintah Taerah 909,654,144 1,687,422,200 1,196,374,200 2,700,954,844 2,095,566219 8509971607 | KOMINFO
Kabupaten/Kota
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Daa Target Kinerja Program dan P
Urusan Bidang Awal Kondisi Kinerja di Akhur Daczh
Kode Urisan Program Kegaas Sub Indikator Kinena Sanwan| Tahun Tahun 202 Tahun 2023 bt L oo Periode Renstra P
—— ey o I et I et ) bra . Tam®|  ®p) e wab
3 r 3 3 7 8 O 10 T [F) 5] 14 15 16 17 18 19 20
Penaulaksanaan dan
W Penatalai dan Penga - Pen, - DINAS
2 1 |03 2 Government dalam Penveienggaraan Government dalam Jenis 10 379,852,644 15 343,637,500 ks 798,490,144 KOMINFO
Pemenntahan Daerah Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah
2 e |03 ra. 4 ?E?? .ME-:E%“—E Dok 1 1 DINAS
02 219.520,000 | KOMINFO
g epesiets S men 50,000,000 229,920,000
Pengciolaan Pusat Daca Pusat Data Pemenntahan | DINAS
2 f16 |03 RO2P3 | poincanan Daeh Dacrah " Bl 1 103.000000 | 2 180,000,000 # 215,666,519 2 498,666,519 | KOMINFO
Penve Sistem K Sistem K kas: Intra - DINAS
2 f16 [o3 oz pe | o et o it Unit 1 50,000,000 50,000,000 | KOMINFO
A Koordinasi dan DINAS
Koordinas: dan Sinkronisas: Sistem i
3 s pes e T Keamanan Informas o e deats 2 205,160,000 g 00000000 | 4 605,160,000 | KOMINFO
P Pengembangan Aplikasi
b b dan Eroscy Bisnis Jenis 1 1 1 2 1 3 3 DINAS
2 fis (03 pO2P7 | Bens Pemenntahan Pemenntahan Berbasis ens 100,000,000 123,000,000 311,112,000 313,920,000 154,000,000 1,002,032,000 | KOMINFO
Ecitronk il
Sistemn Penghubung DINAS
Penyeienggaraan Sister Penghubung ]
16 |03 PO2P8 | 1. o an Pemeningh e e Jenis 1 123000000 | 2 96000000 | 2 96,000,000 & 96,000,000 7 411,000,000 | KOMINFO
Pengembangan dan Pengeloiaan Ekosistem . DINAS
2 |t |03 o2 po | Exomstem Kabuparen/Kota Cordas | sbupaten/Kota Cerdas fenit 2 Asdgsony | 2 70,0000 | 2 260000000 | 2 1,000,000,000 2 460,000,000 # 2914468019 | KOMINFO
il
Pengembangan dan Pengelolaan | 5,0, Tenologi Kegiat 1 1 1 1 b OMINF
2 |16 03 pO2j0 M.-ﬂnc-i Teknologs Informasi v formacj dan an 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000 | KOMINFO
F Dacrah | nformasi dan
Daerah
5 Government Chief N DINAS
Py jolaan Government Chief Kegiat
2 s los boafy [ Pemeet e A_uoﬂmwus Officer - n 325,186,125 | | 06262200 | | 206262200 | 206,262,200 1| we262200 |, 1150234925 | KOMINFO
Monitoring, Evaluasi dan PRAG
itoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Doku
2 16 |03 poapo | Monitoring. Evaluasi dan Pebpe Penom sl s i 20,000,000 I 20,000,000 ; 20,000,000 1 | 20,000,000 , EOMBES
SPBE
7 DINAS
2 S R TR 69,110,000 69,110,000 27,110,000 39,110,000 57,110,000 261550000 | gorvinro
DINAS KOMUNIKASI DAN 110, , 261550000 | DINAS
2 ko Sl 69,110,000 69,110,000 27,110,000 39,110,000 57,110,000 5 KOMINFO
PROGRAM >y e 3 DINAS
2 po |02 PENYELENGGARAAN Indeks SF! 11 25 69,110,000 27 27, ; 7,110, 30 261,550,000 KOMINFO
R Ll 22 69,110,000 110,000 28 39,110,000 57,110,000 L
Z 0 Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Sektoral di Lingkup Jens |ty 3 69,110,000 | 3 69,110,000 3 27110000 | 3 39,110,000 - 3 | sanoom |3 2155000 | KOMINFO
Daerah Kabupaten/Kota i - -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, e Sesrrk
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Pengolahan, Analisis ieni ?
2 p0 |02 ROLPY | gan Diseminasi Data Statistik Diseminasi Data Statistik | ™ 2 69,110,000 KOMINFO
Sekaoral Sektoral
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda | Xapasiias SDM Beméa i
2 (20 02 pO1P2 | dalam Peningkaian Mutu Siatistik Statistik Daerah yang orang ) 9,110,000 4 27,110,000 o 36,220,000 KOMINFO
Daerah yang terintegrasi terin
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Data Awal ‘Target Kinerja Program dan Perangiat
L ot i Tahun Kondis Kinerja di Akhir Daerzh
Urusan/Program/Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Satuan | o Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 P et Penanggurg
. N [TTapeiG] o) 7. Targei (o (Rp) T (Rp) Tagri (9] (Rp) Target () e
@) O] ) [5) (6) (0] (8) ) (10) (1) (2 (13) (14) (15) (16) (17) o...ﬂﬁl.l
M Mmetadata statisuk Membangun metadata 1 b ~
x,«_.u‘ﬂ..a._._ statistik sekioral jes . 57,110,000 1 57,110,000 wﬂﬂﬂwo
Feage s - 1 60,000,000 ' | 30,110,000 2 99,110,000 wm.....w_.w._r.o
URUSAN PEMERINTAHAN 7 0 50,000,000 0 235,000,000
ORI TRESARDIAN 40,000,000 0 50,000,000 0 20,000,000 0 5,000,000 xoz.ou”vo
7 DIN i
PIASKOMURIKAS B AR 000, ,000, 0 75,000, 0 50,000,000 0| 295000000
FORMATICA 40,000,000 0 50,000,000 0 20,000,000 000 KOMINFO
PROGRAM e Vnaﬂu_,_“n E!R:Bnﬂs.:f =
PENYELENGGARAAN tata persandian dalam 000, 0 50,000,000 0 235,000,000 -y
PERSANDIAN UNTUK meningkatian keamunan | 4S8 22 40,000,000 0 A 0 20,000,000 0 75,000,000 KOMINFO |
PENGAMANAN INFORMASI informasi daerah
P o 17 i Jenis 3 3 40,000,000 0 50,000,000 0 20,000,000 0 75,000,000 0 50,000,000 0 235,000,000 auosznoaa e
Dacrah Kabupaten / Kota
Pelaksanaan _nn-aE_.:._R Informasi -
P dacrah / 50,000, 75,000,000 ,
Kota Berbasis Elcktronik dan non Jenls 2 40,000,000 0o 20,000,000 50,000,000 235000000 | KOMINFO
Elektronik

54

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna
untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah
alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun
kualitatif, Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-
program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian
kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator
menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta
program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator
kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karo. Target indikator kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian
kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo selama lima tahun, sehingga
perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo. Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Tabel 7.1 sebagai
berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

) | TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN
ATUAN ‘s
Bft TUJUAN/SASARAN 3 Perencanaan
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
) (3) @ ®) (6) @ (8) (9) (10)
1 Indeks SPBE indeks 19 22 | 25 | 27 28 3.0
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BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika  Kabupaten KaroTahun  2021-2026 disusun  sebagai
implementasikomitmen seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karountuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang
informasi dan komunikasi secara bertahap sesuai dengan skala prioritas
dankemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi
atau kondisi yang dapat mempengaruhipelaksaan Renstra Dinas dapat
ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 tergantung
pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara
pemerintahan di sub fungsi komunikasi dan informatika serta dukungan dari

para penyelenggara negara lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan
seluruh stakeholder di bidang komunikasi dan informatika harus secara
bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026sehingga mampu memberikan
hasil pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang dapat dinikmati

secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Karo.

Akhimya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat
membantumeningkatkan kesejahteraanmasyarakat khususnya para pelaku
usaha di Kabupaten Karo dengan meningkatnya pendapatan dan
penyerapantenaga kerja yang cukup signifikan.Dalam kaitan itu, seluruh
penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang
informasi dan komunikasi harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan
program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi
(Rentra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karosehingga
mampu memberikan hasil pembangunan sektor informasi dan komunikasi
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yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Karo.

Demikian Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo kami buat dengan ini kami menyadari bahwa penyusunan
Renstra dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo belum
sempurna saran dan kritik untuk perbaikan Renstra ini akan kami terima

sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Kabanjahe, Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

Pembina TK I
NIP : 19640519 199303 1 004
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informasi dan komunikasi harus secara bersungguh-sungguh
melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang
dalam Rencana Strategi (Rentra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karosehingga mampu memberikan hasil
pembangunan sektor informasi dan komunikasi yang dapat
dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat

Kabupaten Karo.

Demikian Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo kami buat dengan ini kami menyadari
bahwa penyusunan Renstra dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karo belum sempurna saran dan kritik
untuk perbaikan Renstra ini akan kami terima sebagai bahan

untuk penyempurnaan.
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PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Jamin Ginting No.17 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab.Karo
Sumatera Utara, 22113 TELP. (0628) 324456, Website : karokab.go.id

Kabanjahe,  Februari 2022

Nomor : 900/27¢ /Kominfo/2022 Kepada Yth :
Lamp : 1 (satu) set BUPATI KARO
Hal : Penyampaian Dokumen Renstra c/q Kepala Bappeda Kab. Karo
TA.2021-2026 Dinas Kominfo
Kab.Karo di_
Kabanjahe

Dengan ini terlampir kami sampaikan Dokumen Rencana Strategis

(Renstra) 2021-2026 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.

Demikian disampaikan, atas perhatian di ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PATEN KARO,

Per;lbina Utama Muda
NIP. 196405191993031004
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